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BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

. bahwa dalam rangka pendayagunaan Balai Latihan Kerja agar dapat

digunakan oleh Badan/Pribadi selaku subyek retribusi dalam
memanfaatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis, diperiukan
pengaturan; ‘

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 136 ayat (1) Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka

~ perlu mengatur teknis pemungutan retribusi pelayanan pendidikan

dengan Peraturan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),

. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 2/D);




Menetapkan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor ¢ Tahun 2010
Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor
2/C).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PENDIDIKAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan;

2. Bupati adalah Bupati Bangkalan,

3. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bangkalan,

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bangkalan,

5. Balai Latihan Kerja, yang selanjutnya disebut BLK, adalah Balai
Latihan Kerja Kabupaten Bangkalan;

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan Pribadi atau Badan,

7. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah,

8. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah retribusi yang dipungut
sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah;

g Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, dan bentuk badan lainnya;

10. Pihak ketiga adalah badan atau perorangan yang melakukan ikatan
hukum dalam rangka pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatinan teknis,

11. Kejuruan adalah spesifikasi keahlian dan keterampilan yang diberikan
kepada peserta pendidikan dan pelatinan teknis;

12. Jam Pelajaran adalah satuan waktu pelajaran yang ditetapkan selama
45 menit.



BAB II
NILAI RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan teknis;

(2) Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah:

(3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah:

a. pelayanan  pendidikan dasar dan menengah  yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

b. pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Propinsi Jawa Timur;

¢. pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN., BUMD;

d. pendidikan/Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan
pelayanan pendidikan dan pelatinan teknis.

Fasal 4

Prinsip dan sasaran penghitungan besaran tarif didasarkan pada tujuan
untuk menutup biaya administrasi, konsumsi dan akomodasi pelatihan,
biaya honorarium tim penyelenggara dan instruktur, pengadaan suku
cadang, perlengkapan siswa dan pemakaian sarana dan prasarana
pelatihan.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pendidikan dapat dikerjasamakan dengan pihak
ketiga;

(2) Besaran tarif retribusi atas penyelenggaraan pendidikan yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 2% dari total kontrak:

(3) Total kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
mencantumkan biaya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4.

Pasal 6
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Daerah meliputi Kejuruan Komputer, Kejuruan Otemotif,
Kejuruan Las, Kejuruan Pertukangan, dan Kejuruan Menjahit,



(4)

BAB ]
TATA CARA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BAGI PIHAK KETIGA
Fasal 7

Pihak ketiga mengajukan surat permohonan  kerjasama
kepada Bupati untuk melakukan pendidikan dan pelatihan teknis:
Dalam hal permohonan pihak ketiga diterima, Bupati mendisposisi
kepada Kepala Dinas untuk melakukan ikatan dalam bentuk
Perjanjian Kerjasama;

Dalam hal permohonan pihak ketiga ditolak, Bupati mendisposisi
Kepada Kepala Dinas untuk mengirimkan surat balasan yang disertai
dengan pertimbangan tentang penolakan surat permohonan.

Fasal 8

Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ditandatangani bersama antara Kepala Dinas dengan pimpinan
pihak ketiga yang berkepentingan, sekurang-kurangnya memuat
tentang:

a. Batas Waklu;

b. Biaya (termasuk Besamya Retribusi 2% tahapan pembayaran);

c. Kejuruan Yang Dipilih.

Batas Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a adalah
sebagai berikut

a. 240 Jam Pelajaran;

b. 360 Jam Pelajaran;

C. 480 Jam Pelajaran.

Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
masing-masing kejuruan, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai peraturan perudang-undangan.

Pasal 9

Setelah  dilakukan penandatanganan Perjanjian  Kerjasama,
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dilaksanakan sesuai
Kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 10

Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan
Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal @ 7 MAR 2011

Diundangkan di Bangkala
3 1
Pada tanggal 0 l MAR %
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2011 NOMOR | /.
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